
 

 

66 

 

66 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian  maupun pembahasan, serta analisis 

yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan 

kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1.  Peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penegakan 

disiplin pegawai negeri sipil daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya 

berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. 

2. Kendala yang ditemui dalam penegakan disiplin terhadap Pegawai 

Negeri Sipil Daerah pada Dinas Kesehatan yang melanggar disiplin 

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi 

Kepulauan Riau, adalah : 

a. Kondisi Lingkungan Kerja; 

b. Kondisi Alam dan Transportasi. 
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3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan 

terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Kesehatan di 

Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau yang 

melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu : 

a. Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif, dengan cara 

mentaati tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

b. Menambah transportasi khususnya transportasi laut karena PNS 

tidak hanya berada diibukota kabupaten melainkan terbagi di 

berbagai kecamatan yang ada. 

c. Meningkatkan pengawasan terhadap pegawai pada saat jam kerja 

sedang berlangsung. 

d. Menambah sarana dan prasarana dalam kantor agar PNS semakin 

semangat dalam menjalankan tugas kedinasannya. 

e. Pegawai yang melanggar aturan harus segera ditindak dan dikenakan 

sanksi. 

Berdasarkan apa yang dilihat oleh penulis, maka penulis 

menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

mengatasi kendala dalam penegakan disiplin terhadap PNS daerah pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan 

Riau baru sebatas pemikiran saja belum terealisasi secara optimal atau 

belum terlaksana dengan baik. 
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B. Saran  

 Penegakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin 

Pegawai Negeri Sipil memang harus dilakukan yaitu mengingat Pegawai 

Negeri Sipil merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang wajib 

menjaga harkat dan martabatnya serta menjaga dan menjunjung tinggi citra 

korps. Untuk itu agar pelaksanaan penegakan terhadap Pegawai Negeri Sipil 

yang melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat berjalan dengan yang 

diharapkan, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

a. Sebaiknya Pemerintah segera dapat menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif dengan memberikan fasilitas yang dapat mendukung PNS dalam 

menjalankan tugas kedinasannya. 

b. Pemerintah diharapkan dapat segera menambah transportasi yang bukan 

hanya digunakan untuk penegkan disiplin PNS saja, namun juga dapat 

digunakan untuk tugas kedinasan yang lain seperti penyuluhan, 

mengantar obat-obatan ke puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten 

Kepulauan Anambas. 

c. Pemerintah segera menindak PNS yang terbukti melakukan pelanggaran 

disiplin PNS dengan memberikan sanksi yang tegas. 
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